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ABSTRAK

Pagak memiliki kontribusi vang sangat besar dalam APBN nepars Republik Tndonesia,
vang beranti perannya sangat besar bapt kelangsunpan pembangunan bangsa ini.
Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai sorana dan prasurana publik 47 seluruh
sektor kehidupan. Agar pencrimaan dari scktor pajak dapat maksimal. diperlukan
kesadaran dun pemahaman yang memadat dars wapb payak temang perpajakan. Oleb
karema itu dilakukan penelitian yang bertujuan menguji pemahaman masyarakat
Kabupaten Pasaman terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tingkal
pemahaman divkur dengan menggunakan media keesioner yang lerdine dan 31
peranyaan dan dilakukan kepada 64 orang wajib pajak PPh orang pribadi di Kabupaten
Pasaman dengan kriteria wajib pajak yang mempunyali NPWP dan berpenghasilan «
atas PTKP per tabunnya, Variabel yang divkur adalab  pemahaman  terhadap
pengetahuan ymum PPh, prosedur pelaksanaan kewmiban wajib pajak dan pelaksanaan
pembayaran PPh. Setelah dilakukan penclitian, diperoleh hasil bahwa wajib pajak PPh
arang pribadi di Kabupaten Pasaman terpolong poham dengan skor tingkat pemahaman
£8.22%. Sementara 51.78% lainnya dikategorikan kurang paham karena hanya mampu
wenjawab benar kurang dan 30%: pertanyaan.

Keyword: Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.




1.1

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

PPajak memiliki kontribusi vang sangal besar dalam APBN negara
Fepublik Indonesia. yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan
pembangunan bangsa ini (Tjahjone dan Husein, 2003), Melalui pajak.
pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik i seluruh sektor
kehidupan, sepertt sarana transporiasi, air. lsteik, pendidikan, kesehatan,
keamanan, Komunikasi, sosil, pertahanan dan berbagal fasilitas lainnya vang
ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintzhan dan pembangunan vang
harus terus meningkar dalam rangka pembangunan masyarakat adil, makmur
dan sejabtera, maka itw penerimaan pajak pun ditentul untuk terus meningkat.
Mamun. dari tahun ke tahun penevimazn pajak tidak permab maksimal, Hal i
discbabkan  adanya uwpaya dart wajib  pajzk  untok melakekan  wsaha
menghindarkan diri dac pembayvaran pajak. baik secara legal maupun tlegal,

Lintek meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukom
vang mengalur pemagakan terhadap rakyat. Prinsip vang wlama adalah adanya
keadilan pengenuan pajak (Tjahjono dan Husein, 20053, Keadilan akun

tercapa Jika adanyva kepastian Undang-Undaog Majak, yang merupakan hagian
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dari hukum yang mengikat warga negara. Perekonomian sehugh nepars sedikit
banvak dipengaruhi oleh peraturan dan perendanp-undangan perpajakan yang
diterapkan oleh pemerintahnya. ks pama pembual kebijakan di bidane
perpajakan meémbuat kebijakan vang terlale kompleks atau sering berubah-
ubah. Wajik Pajak tidak mungkin memiliki pambaran vang pasti alas
pengaruh peraturan pajak tersebut terhadap investasi dan usaha vang mereka
jalankan,

Bagi Indenesia, Tungst dan peranan pajak sebagal salah satu sumber
penerimaan negara vang ulama untuk beberapa tahun ke depan, akan semakin
berat. Hal ini disehabkan karena proses pemulihan ckonomi dan stabilitas
sosial politik vang sedang dilskokan i Indonesio pada saal ini akan
mempengaruhi  perkembangon  usaha  dan  investasi,  kesempatan kerja,
procuksi serta distribusi barang dan jasa vang selanjutnya akan berpengaruh
pacda penghasilan dun daya bell masayarakal secara keseluruhan serta pada
akhirnya akan berpenparuh pada penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh
karena o, untuk meningkatkan fungst dan perananannya dalam rangka
mendubung kebijakan pembimgunan nasional kbususnya di bidang ekonomi,
maka pemerintzh melakokan perubahan terhadap beberapa undang-undang di
bidang perpajakan.

Indang-undang vang divubah tersebet antara lain UL No. 28 Tahun

2007 tentang perubaban ketiga ULD Noo 6 tghen 1983 lentang Ketentuan



3.1

BAB YV

FENUTUP

Kesimpnlan

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman, denpan mengambil
sampel sebanyak 64 wajib pajak PPh orang pribadi vang mempunyai NPWP
{Nomor okok Wajib Pajak) dan penghasilannva per tabun di atas PTKD.
Data i diperoleh dan wajib pajak yang telah mengisi kuesioner. Sampel
diperolch denpan mencan inlormast kepacda masvarakal yvang mempunyai
MPWP denpan mendatang Kantor Pelayvanan, Penvuluhan, dim Konsulias
Perpajakan (KP2ZEP) Lubuk Sikaping, mendatang remah atau rempat bekerja
wajib pajak, dan melalul bantoan pihak ketipa. Variabel dalam penelitian ini
adalah pemabaman tentang pengetahuan omum wajib pajak terhadap pajak
penghasilan, pemahaman techadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib
pajak dan pemahaman terhadap prosedur pembayaran pajak penghasilan.

setefah data dielah, diperoleh hasil wajib pajak PPh orang pribadi di
wilayah Kabupaten Pasaman tergelong puham terhadap peraluran pelaksanazn
kewajiban perpajaskan dengan tingkal pemahaman scbesar 62.22%, Dika
dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka diperoleh tingkat pemahaman

wallh pajak PPh orang pribadi jenis kelwmin laki-lakl sebesar 69.29% dan
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